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PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008  
TENTANG  

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI 

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN  

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2022 
 
 

Pasal 1**) 
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 

2. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. 
3. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap sebagai pemilik atau 

pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi. 
4. Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap sebagai pemberi 

layanan Jasa Konstruksi. 
5. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum atau seharusnya tercantum dalam 

kontrak Jasa Konstruksi secara keseluruhan. 
 
 
 
 

 
Pasal 2**) 

(1) Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. 
(2) Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki klasifikasi meliputi: 

a. klasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi untuk sifat umum; 
b. klasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi untuk sifat spesialis; 
c. klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat umum; 
d. klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat spesialis; dan 
e. klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi. 

(3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan berupa 
layanan: 
a. konsultansi konstruksi; 
b. pekerjaan konstruksi; dan 

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH 
Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas 

Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi 

Penjelasan Pasal 1 
Cukup jelas. 

 

DISCLAIMER 
Dokumen ini disusun semata-mata untuk memudahkan pembaca 

dalam memahami isi peraturan. Untuk keperluan referensi yang sah 
atau resmi, harap merujuk pada teks peraturan aslinya 



 
 
 
 

*) : Perubahan Pertama  (PP Nomor 40 Tahun 2009) Tanggal Berlaku: 04 Juni 2009 
**) : Perubahan Kedua (PP Nomor 9 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 21 Februari 2022 

 

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH 
Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa 
Konstruksi 

Disusun pada tanggal 19 Maret 2024 jdih.kemenkeu.go.id   |   2 

c. pekerjaan konstruksi terintegrasi. 
(5) Layanan jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mencakup 

layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, 
pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. 

(6) Layanan jasa pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mencakup kegiatan 
yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan 
kembali suatu bangunan. 

(7) Layanan jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c 
mencakup gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi, termasuk di dalamnya 
penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan 
pembangunan serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan. 

 
Penjelasan Pasal 2 
Ayat (1) 
 Cukup jelas. 
Ayat (2) 
 Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan 
perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi dan peraturan perundang-undangan di bidang 
ketenagalistrikan. 

Ayat (4) 
 Cukup jelas. 
Ayat (5) 
 Cukup jelas. 
Ayat (6) 
 Cukup jelas. 
Ayat (7) 
 Cukup jelas. 
 

 
Pasal 3 

(1) Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai 
berikut: 
a. l,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh 

Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi 
kerja untuk usaha orang perseorangan; 

b. 4% (empat persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak 
memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang 
perseorangan; 

c. 2,65% (dua koma enam puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh 
penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; 

d. 2,65% (dua koma enam puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang 
dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha; 

 

Penjelasan Pasal 2 
Ayat (1) 
 Cukup jelas. 
Ayat (2) 
 Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan 
perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi dan peraturan perundang-undangan di bidang 
ketenagalistrikan. 

Ayat (4) 
 Cukup jelas. 
Ayat (5) 
 Cukup jelas. 
Ayat (6) 
 Cukup jelas. 
Ayat (7) 
 Cukup jelas. 

 

https://jdih.kemenkeu.go.id/download/f3367178-b387-4326-b3d6-1c7bd1ec6fb1/40TAHU2009PP.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/9f4b118b-2f73-43d0-9537-b07663657f60/9TAHUN2022PP.pdf
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e. 4% (empat persen) untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa 
yang tidak memiliki sertifikat badan usaha; 

f. 3,5% (tiga koma lima persen) untuk jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia 
Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang 
perseorangan; dan 

g. 6% (enam persen) untuk jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang 
tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang 
perseorangan.**) 

(1a) Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final terhadap Penyedia Jasa yang tidak memiliki 
sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf g tidak meniadakan 
kewajiban untuk memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang Jasa Konstruksi.**) 

(2) Dalam hal Penyedia Jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), tidak termasuk Pajak Penghasilan atas sisa laba bentuk usaha tetap setelah Pajak 
Penghasilan yang bersifat final. 

 
 
Penjelasan Pasal 3 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "sertifikat badan usaha" adalah tanda bukti pengakuan terhadap 
klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan 
kemampuan Jasa Konstruksi asing yang dikeluarkan oleh: 
a. lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha yang terakreditasi 

oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat, dan dicatat oleh lembaga 
pengembangan jasa konstruksi; 

b. lembaga sertifikasi badan usaha yang telah diakreditasi oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; atau 

c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya 
mineral. 

Yang dimaksud dengan "sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan" adalah 
tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga 
sertifikasi profesi dan dicatat oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi. 
 
Huruf a 
 Cukup jelas. 
 
Huruf b 
 Cukup jelas. 
 
Huruf c 

Yang dimaksud dengan "Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b" antara lain Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha 
menengah atau kualifikasi usaha besar atau spesialis. 

 
 Huruf d 
  Cukup jelas. 

Penjelasan Pasal 3 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "sertifikat badan usaha" adalah tanda bukti pengakuan terhadap 
klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan 
kemampuan Jasa Konstruksi asing yang dikeluarkan oleh: 
a. lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha yang 

terakreditasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan dicatat oleh 
lembaga pengembangan jasa konstruksi; 

b. lembaga sertifikasi badan usaha yang telah diakreditasi oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; atau 

c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya 
mineral. 

Yang dimaksud dengan "sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan" adalah 
tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga 
sertifikasi profesi dan dicatat oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi. 
 
Huruf a 
 Cukup jelas. 
 
Huruf b 
 Cukup jelas. 
 
Huruf c 

Yang dimaksud dengan "Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b" antara lain Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha 
menengah atau kualifikasi usaha besar atau spesialis. 

 
 Huruf d 
  Cukup jelas. 

 

https://jdih.kemenkeu.go.id/download/f3367178-b387-4326-b3d6-1c7bd1ec6fb1/40TAHU2009PP.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/9f4b118b-2f73-43d0-9537-b07663657f60/9TAHUN2022PP.pdf
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Huruf e  

  Cukup jelas. 
 
 Huruf f 
  Cukup jelas. 
 
 Huruf g 
  Cukup jelas. 
 
Ayat (1a) 
 Cukup jelas. 
 
Ayat (2) 
 Cukup jelas. 
 
 

Pasal 4 
Sisa laba dari bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (2), dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26 ayat (4) Undang-Undang PPh atau sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak 
Berganda. 
 

Pasal 5 
(1) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2: 

a. dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan 
pemotong pajak; atau 

b. disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak. 
(2) Besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah : 
a. jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); atau 
b. jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak 

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal Pajak Penghasilan disetor 
sendiri oleh Penyedia Jasa. 

(3) Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan bagian dari Nilai Kontrak Jasa Konstruksi. 

 
Pasal 6 

(1) Dalam hal terdapat selisih kekurangan Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Nilai Kontrak 
Jasa Konstruksi dengan Pajak Penghasilan berdasarkan pembayaran yang telah dipotong atau 
disetor sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), selisih kekurangan tersebut disetor 
sendiri oleh Penyedia Jasa. 

(2) Dalam hal Nilai Kontrak Jasa Konstruksi tidak dibayar sepenuhnya oleh Pengguna Jasa, atas Nilai 
Kontrak Jasa Konstruksi yang tidak dibayar tersebut tidak terutang Pajak Penghasilan yang bersifat 

Huruf e  
  Cukup jelas. 
 
 Huruf f 
  Cukup jelas. 
 
 Huruf g 
  Cukup jelas. 
 
Ayat (1a) 
 Cukup jelas. 
 
Ayat (2) 
 Cukup jelas. 
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final, dengan syarat Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang tidak dibayar tersebut dicatat sebagai 
piutang yang tidak dapat ditagih. 

(3) Piutang yang tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan piutang yang 
nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-
Undang PPh. 

(4) Dalam hal piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
ditagih kembali, tetap dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. 

 
Pasal 7 

(1) Dihapus.**) 
(2) Penghasilan lain yang diterima atau diperoleh Penyedia Jasa dari luar usaha Jasa Konstruksi 

dikenakan tarif berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang PPh. 
(3) Keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan usaha Jasa Konstruksi termasuk dalam 

perhitungan Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. 
 
 
 Cukup jelas. 
 
 

Pasal 8 
Penyedia Jasa wajib melakukan pencatatan yang terpisah atas biaya yang timbul dari penghasilan yang 
diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha selain usaha Jasa Konstruksi. 
 

Pasal 9 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan 
penatausahaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
 

Pasal 10*) 
Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008, untuk pembayaran kontrak 
atau bagian dari kontrak yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak 
Penghasilan adalah sebagai berikut: 
a. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari 

usaha di bidang jasa konstruksi ditentukan sebagai berikut: 
1) dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 
Pajak Penghasilan; 

2) dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang memenuhi kualifikasi 
sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, 
serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 

b. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
angka 1) ditentukan sebagai berikut: 

 

Penjelasan Pasal 7 
Cukup jelas. 
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1) dikenakan pemotongan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 
Pajak Penghasilan oleh pengguna jasa dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, 
Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak 
dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan 
Pasal 23 tersebut pada saat pembayaran uang muka dan termin; 

2) dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya selain sebagaimana 
dimaksud dalam angka 1). 

c. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
angka 2) ditentukan sebagai berikut: 

1) dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final sesuai dengan ketentuan dalam huruf d oleh 
pengguna jasa, dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam 
negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk 
oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 
tentang Pajak Penghasilan pada saat pembayaran uang muka dan termin; 

2) dikenakan pajak yang bersifat final sesuai ketentuan dalam huruf d, dengan cara menyetor 
sendiri Pajak Penghasilan yang terutang pada saat menerima pembayaran uang muka dan 
termin, dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya selain yang dimaksud 
dalam angka 1). 

d. Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan harus dipotong oleh pengguna jasa atau disetor 
sendiri oleh Wajib Pajak penyedia jasa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf c 
ditetapkan sebagai berikut: 

1) 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan 
konstruksi; 

2) 2% (dua persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan 
konstruksi; atau 

3) 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pengawasan 
konstruksi. 
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Pasal 10A*) 

Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008, untuk pembayaran kontrak 
atau bagian dari kontrak dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2008 berlaku ketentuan sebagai 
berikut: 
a. dalam hal berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan 

Pengguna Jasa sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan 
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; 

b. dalam hal berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan 
Pengguna Jasa sejak tanggal 1 Januari 2009 atau penyelesaian pekerjaan tidak menggunakan berita 
acara serah terima penyelesaian pekerjaan, pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan 
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan 
dari Usaha Jasa Konstruksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penjelasan Pasal 10 
 Huruf a 
  Cukup jelas. 
 
 Huruf b 

Dalam ketentuan ini masih diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 
tentang Pajak Penghasilan, mengingat pemberlakukan Peraturan Pemerintah ini 
terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2008, sedangkan perubahan Pasal 23 dan Pasal 25 
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, 
baru berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Dengan demikian, pada tanggal 1 Agustus 
2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 masih berlaku ketentuan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2000. 

 
 Huruf c 
  Lihat penjelasan huruf b. 
 
 Huruf d 
  Lihat penjelasan huruf b. 

 

https://jdih.kemenkeu.go.id/download/f3367178-b387-4326-b3d6-1c7bd1ec6fb1/40TAHU2009PP.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/9f4b118b-2f73-43d0-9537-b07663657f60/9TAHUN2022PP.pdf


 
 
 
 

*) : Perubahan Pertama  (PP Nomor 40 Tahun 2009) Tanggal Berlaku: 04 Juni 2009 
**) : Perubahan Kedua (PP Nomor 9 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 21 Februari 2022 
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Penjelasan Pasal 10A 
  Lihat Penjelasan Pasal 10 huruf b 

Contoh pengenaan Pajak Penghasilan, untuk kontrak yang ditandatangani tanggal 1 
Januari 2008 untuk pekerjaan senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah): 

- Apabila berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan tahap I ditandatangani tanggal 15 
Mei 2008 dan pembayaran kontrak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
tanggal 20 Juni 2008, maka pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan 
Pasal 10; 

- Apabila berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan tahap II ditandatangani tanggal 
15 Nopember 2008 dan pembayaran kontrak sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta 
rupiah) tanggal 10 Januari 2009, maka pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan 
ketentuan Pasal 10; 

- Apabila berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan tahap III ditandatangani tanggal 
15 April 2009 dan pembayaran kontrak sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta 
rupiah) tanggal 20 Mei 2009, maka pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan 
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas 
Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. 

Berita acara serah terima penyerahan pekerjaan tersebut merupakan dokumen 
yang ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa yang memuat 
tingkat persentase penyelesaian pekerjaan yang sudah dicapai oleh Penyedia 
Jasa serta nilai penyelesaian pekerjaan. 

 
Pasal 10B*) 

Terhadap kontrak yang ditandatangani sejak tanggal 1 Agustus 2008, pengenaan Pajak Penghasilan 
dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak 
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. 
 
Penjelasan Pasal 10B 
  Cukup jelas. 
 
 

Pasal 10C*) 
Kerugian dari usaha Jasa Konstruksi yang masih tersisa sampai dengan Tahun Pajak 2008 hanya dapat 
dikompensasikan sampai dengan Tahun Pajak 2008. 
 
Penjelasan Pasal 10C 
  Cukup jelas. 
 
 

Pasal 10D**) 
(1) Pelaksanaan ketentuan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

akan dievaluasi setelah 3 (tiga) Tahun Pajak terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini 
diundangkan. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang keuangan.**) 

Penjelasan Pasal 10B 
Cukup jelas. 

 

Penjelasan Pasal 10C 
Cukup jelas. 

 

Penjelasan Pasal 10A 
Lihat Penjelasan Pasal 10 huruf b 
Contoh pengenaan Pajak Penghasilan, untuk kontrak yang ditandatangani tanggal 1 Januari 2008 untuk 
pekerjaan senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah): 

- Apabila berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan tahap I ditandatangani tanggal 
15 Mei 2008 dan pembayaran kontrak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
tanggal 20 Juni 2008, maka pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan 
ketentuan Pasal 10; 

- Apabila berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan tahap II ditandatangani tanggal 
15 Nopember 2008 dan pembayaran kontrak sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta 
rupiah) tanggal 10 Januari 2009, maka pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan 
berdasarkan ketentuan Pasal 10; 

- Apabila berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan tahap III ditandatangani tanggal 
15 April 2009 dan pembayaran kontrak sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta 
rupiah) tanggal 20 Mei 2009, maka pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan 
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas 
Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. 

Berita acara serah terima penyerahan pekerjaan tersebut merupakan dokumen yang ditandatangani 
oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa yang memuat tingkat persentase penyelesaian pekerjaan yang 
sudah dicapai oleh Penyedia Jasa serta nilai penyelesaian pekerjaan. 

 

https://jdih.kemenkeu.go.id/download/f3367178-b387-4326-b3d6-1c7bd1ec6fb1/40TAHU2009PP.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/9f4b118b-2f73-43d0-9537-b07663657f60/9TAHUN2022PP.pdf


 
 
 
 

*) : Perubahan Pertama  (PP Nomor 40 Tahun 2009) Tanggal Berlaku: 04 Juni 2009 
**) : Perubahan Kedua (PP Nomor 9 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 21 Februari 2022 
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(3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi 
dapat dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan umum Pasal 17 Undang-Undang PPh.**) 

 
 

 
 
 

Pasal 11 
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 
tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
 

Pasal 12 
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penjelasan Pasal 10D 
Cukup jelas. 

 

https://jdih.kemenkeu.go.id/download/f3367178-b387-4326-b3d6-1c7bd1ec6fb1/40TAHU2009PP.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/9f4b118b-2f73-43d0-9537-b07663657f60/9TAHUN2022PP.pdf


 
 
 
 

*) : Perubahan Pertama  (PP Nomor 40 Tahun 2009) Tanggal Berlaku: 04 Juni 2009 
**) : Perubahan Kedua (PP Nomor 9 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 21 Februari 2022 
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CATATAN 

 

A. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha 
Jasa Konstruksi.  

 
PASAL II 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2008. 
 

Penjelasan Pasal II 
Cukup jelas. 
 

 

B. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha 
Jasa Konstruksi.  

 
PASAL II 

1. Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan berlaku 
ketentuan sebagai berikut: 
a. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sebelum berlakunya Peraturan 

Pemeintah ini, pengenaan Pajak Penghasilan dilaksanakan berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha 
Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 
2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak 
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. 

b. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini 
berlaku, pengenaan Pajak Penghasilan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 

2. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang 
merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5l Tahun 2008 tentang Pajak 
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4881) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas 
Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonror 5014), dinyatakan masih 
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan pemerintah ini.  

3. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
 

 

https://jdih.kemenkeu.go.id/download/f3367178-b387-4326-b3d6-1c7bd1ec6fb1/40TAHU2009PP.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/9f4b118b-2f73-43d0-9537-b07663657f60/9TAHUN2022PP.pdf


 
 
 
 

*) : Perubahan Pertama  (PP Nomor 40 Tahun 2009) Tanggal Berlaku: 04 Juni 2009 
**) : Perubahan Kedua (PP Nomor 9 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 21 Februari 2022 
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Penjelasan Pasal II 
Cukup jelas.  
 
Keterangan: 
Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan pada tanggal 21 Februari 2022. 
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